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LEMBAR EKSEKUTIF 
 
Septi Regita Cahyani. 8143163336. Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada 
Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Arsip Nasional Republik 
Indonesia. Program Studi DIII Administrasi Perkantoran, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019. 
 
Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk mengenalkan 
mahasiswa pada lingkungan kerja yang sesungguhnya serta untuk mempersiapkan 
diri sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. 
 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di Arsip Nasional 
Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Ampera Raya No. 7, Cilandak, 
Jakarta Selatan 12560. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 2 
(dua) bulan terhitung dari tanggal 9 Juli sampai dengan 7 September 2018. 
 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan diberikan tanggung jawab 
untuk menjalankan kegiatan administrasi, yang meliputi mengelola surat masuk 
dan surat keluar, menerima telepon, mengirim dokumen menggunakan elektronik 
mail (e-mail), mengelola arsip, serta mengoperasikan peralatan dan perlengkapan 
kantor. 
 
Selama pelaksanaan PKL, Praktikan menghadapi kendala yaitu banyaknya 
pekerjaan yang diberikan oleh mentor sehingga Praktikan merasa tertekan. 
Praktikan mengatasi kendala tersebut dengan cara bertanya kepada mentor, 
pekerjaan manakah yang mendesak dan harus segera diselesaikan. 
 
Adapun saran yang dapat Praktikan berikan ialah ada baiknya dalam hal memberi 
tugas atau pekerjaan tidak membebani mahasiswa yang menjalani Praktik Kerja 
Lapangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang PKL 
       Perkembangan teknologi dan industri di dunia telah berkembang sangat 
pesat. Kini revolusi industri telah memasuki tahap ke-empat, atau lebih 
dikenal dengan sebutan Revolusi Industri 4.0. Dimana pada revolusi ini 
ditandai dengan adanya digitalisasi dan robotisasi. Maraknya tenaga robot 
yang menggantikan peran manusia dalam kegiatan industri beberapa 
perusahaan merupakan salah satu dampak dari adanya Revolusi Industri 4.0. 
Dengan begitu, tentunya akan terjadi perubahan dalam kegiatan dunia industri. 
       Perubahan tersebut dapat menjadi peluang jika mampu dihadapi dengan 
baik. Tetapi disamping itu, terdapat pula tantangan-tantangan dari adanya 
Revolusi Industri 4.0. Tantangan inilah yang harus diantisipasi dengan baik 
oleh semua pihak. Karena jika tidak mampu mengantisipasinya, akan 
berakibat kehilangan pekerjaan karena tidak mampu bersaing.  
       Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan yang datang akibat adanya 
Revolusi Industri 4.0, dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dan memiliki 
daya saing tinggi. Salah satu upaya untuk memperoleh tenaga kerja yang 
terampil adalah melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan.  
       Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu mata kuliah yang harus 
dipenuhi oleh mahasiswa Diploma III Adminisrasi Perkantoran Fakultas 
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Ekonomi Jakarta. Pada kegiatan ini, mahasiswa mengimplementasikan ilmu 
yang telah diperoleh selama kegiatan perkuliahan ke dalam dunia kerja yang 
sesungguhnya. Selain itu, mengenalkan mahasiswa pada situasi dan kondisi 
dunia kerja yang sesungguhnya. Sehingga, setelah mahasiswa menyelesaikan 
pendidikannya pada Program Studi Diploma III Administrasi Perkantoran, 
mereka telah siap terjun ke dunia kerja karena telah memiliki pengalaman 
selama menjalani kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
       Dengan adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan 
mahasiswa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali informasi yang 
tidak didapatkan selama kegiatan perkuliahan di tempat mahasiswa menjalani 
Praktik Kerja Lapangan. Selain itu, dapat berperan aktif dan tanggap 
menghadapi permasalahan dan mampu menjalin komunikasi yang baik antar 
sesama karyawan dan mematuhi segala aturan yang berlaku di tempat Praktik 
Kerja Lapangan. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
       Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu program mata kuliah di 
Universitas Negeri Jakarta yang memiliki maksud dan tujuan yang 
melatarbelakangi kegiatan PKL ini dilaksanakan. Adapun maksud dan tujuan 
dari kegiatan PKL, antara lain: 
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Adapun maksud dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan, antara lain 
1. Menggali informasi yang lebih luas terkait dunia kerja 
2. Mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama kegiatan 
perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya 
3. Mendalami bidang pekerjaan yang diperoleh selama masa perkuliahan 
yakni bidang administrasi perkantoran 
Adapun tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan, antara lain 
1. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Praktik Kerja Lapangan 
2. Mengenalkan mahasiswa pada lingkungan kerja yang sesungguhnya 
3. Mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia kerja 
 
C. Kegunaan PKL 
       Kegiatan Praktik Kerja Lapangan memiliki manfaat bagi Praktikan, 
Perusahaan/Instansi terkait tempat dilaksanakannya kegiatan PKL serta 
Universitas Negeri Jakarta, adapun manfaat dari kegiatan PKL, antara lain: 
1) Bagi Praktikan 
a. Menjadi sarana Praktikan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh 
selama kegiatan perkuliahan 
b. Menjadi sarana praktikan untuk memperoleh wawasan mengenai dunia 
kerja yang tidak diperoleh praktikan selama kegiatan perkuliahan 
c. Menjadi sarana praktikan untuk menumbuhkan jiwa loyalitas terhadap 
suatu pekerjaan  
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d. Mampu beradaptasi di lingkungan dan kondisi apapun yang terjadi di 
lingkup kantor 
2) Bagi Arsip Nasional Republik Indonesia 
a. Dengan adanya mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PKL, dapat 
membantu pekerjaan karyawan di Arsip Nasional Republik Indonesia 
b. Dapat menjalin kerjasama antara Arsip Nasional Republik Indonesia 
dengan Universitas Negeri Jakarta 
3) Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menghasilkan mahasiswa yang professional dan siap terjun ke dunia 
kerja 
b. Menjalin hubungan kerjasama dengan Perusahaan/Instansi terkait 
tempat dilaksanakan kegiatan PKL 
 
D. Tempat PKL 
       Tempat Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
merupakan salah satu Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yaitu Arsip 
Nasional Republik Indonesia dan praktikan di tempatkan di Biro Perencanaan 
dan Humas. Adapun informasi terkait tempat praktikan melaksanakan 
kegiatan PKL adalah sebagai berikut: 
Nama Instansi : Arsip Nasional Repulik Indonesia 
Alamat  : Jalan Ampera Raya No.7, Cilandak, Jakarta Selatan 12560 
Telepon  : +62 21 7805851 
Fax  : +62 21 7810280 - 7805812 
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Website : https://www.anri.go.id/ 
E-mail : info@anri.go.id 
       Alasan Praktikan memilih Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai 
tempat Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ialah karena 
Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan tempat yang tepat bagi 
praktikan untuk mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. Terlebih lagi Arsip 
Nasional Republik Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian yang salah satu perannya mengkaji dan menyusun kebijakan 
nasioanal dalam bidang kearsipan. Dalam hal perkuliahan, praktikan juga 
mempelajarinya sehingga menjadi ilmu tambahan bagi praktikan dalam hal 
penanganan arsip yang baik sesuai kebijakan yang berlaku. 
 
E. Jadwal dan Waktu PKL  
       Praktikan menjalani kegiatan PKL di Arsip Nasional Republik Indoneia 
selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 9 Juli sampai dengan 7 
September 2018. Dalam menjalani kegiatan PKL ini, Praktikan melalui 
beberapa tahapan, adapun tahapannya sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan PKL 
Jadwal 
Waktu 
PKL 
Me
i 
Jun
i  
Jul
i 
Agu
s 
Sep
t 
Ok
t 
No
v 
De
s 
Ja
n 
Fe
b 
Ma
r 
Tahap 
Persiapan                       
Tahap 
Pelaksanaa
n 
                      
Tahap 
Pelaporan 
                      
 
1) Tahap Awal (Persiapan) 
       Pada tahap ini praktikan melakukan pencarian informasi pada tempat 
praktik yang ingin dijalani. Hal pertama yang dilakukan adalah 
mendatangi tempat praktik yang dituju pada tanggal 28 Mei 2018 untuk 
menanyakan kesediaan tempat praktik tersebut untuk menerima Praktikan 
melakukan kegiatan PKL selama 2 (dua) bulan dan menanyakan 
persyaratan apa saja yang harus dipenuhi praktikan. Adapun persyaratan 
yang harus dipenuhi yaitu: 
a. Surat Pengantar dari Universitas 
b. Curriculum Vitae 
c. Proposal pengajuan Praktik Kerja Lapangan 
       Setelah persyaratan telah terpenuhi, pada tanggal 22 Juni 2018 
praktikan mengantar dokumen tersebut ke Arsip Nasional Republik 
Indonesia untuk diproses. Tanggal 25 Juni 2018, pihak Arsip Nasional 
Republik Indonesia memberi kabar kepada praktikan via whatsapp bahwa 
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praktikan diterima untuk menjalani kegiatan PKL di Arsip Nasional 
Republik Indonesia. 
2) Tahap Pelaksanaan 
       Pelaksanaan PKL dilakukan pada hari kerja yakni Senin – Kamis 
mulai pukul 09.00 – 15.00 WIB dan hari Jumat mulai pukul 07.30 – 15.30 
WIB. Dengan periode pelaksanaan PKL selama 2 (dua) bulan terhitung 
sejak tanggal 9 Juli  sampai dengan 7 September 2018. 
3) Tahap Pelaporan 
       Proses penulisan laporan PKL dilakukan praktikan setelah kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah selesai dilaksanakan. Semua data dan 
informasi yang diperoleh praktikan selama menjalani kegiatan PKL di 
Arsip Nasional Republik Indonesia diolah sedemikian hingga menjadi 
suatu laporan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM 
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
 
 
A. Sejarah Perusahaan 
LANDARCHIEF     
       Lembaga kearsipan di Indonesia secara de facto telah ada sejak 
tanggal 28 Januari 1892, pada masa Pemerintahan Hindia Belanda 
didirikan Landsarchief. Bertepatan dengan didirikannya Landarchief, 
dilakukan pula pengukuhan jabatan landarchivaris yang tugasnya adalah 
bertanggung jawab memelihara arsip pada masa VOC hingga masa 
Pemerintahan Hindia Belanda guna kepentingan administrasi dan ilmu 
pengetahuan, serta membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan. 
       Pada tahun 1926 – 1929, saat pergerakan nasionalisme kebangsaan di 
Indonesia, Pemerintah Belanda berusaha menangkis dan menolak tuntutan 
Indonesia Merdeka. Dalam upaya penolakan tersebut, Pemerintah Hindia 
Belanda memberikan tugas khusus kepada Lansarchief, yaitu ikut serta 
secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia 
Belanda, serta mengawasi dan mengamankan peninggalan – peninggalan 
orang Belanda 
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KOBUNSJOKAN 
       Saat masa pendudukan Jepang hampir tidak mewariskan peninggalan 
arsip. Maka dari itu, Arsip Nasional RI tidak memiliki arsip pada masa 
pendudukan Jepang. Lembaga kearsipan yang pada masa Hindia Belanda 
bernama Landarchief, pada masa pendudukan jepang berganti dengan 
istilah Kobunsjokan yang ditempatkan di bawah Bunkyokyoku. 
Sebagaimana pegawai – pegawai Belanda lainnya, sebagian pegawai 
Landarchief pun dimasukkan ke kamp tawanan. Meskipun demikian, 
peran Landarchief sangat penting bagi orang – orang Belanda yang ingin 
mendapatkan keterangan asal – usul keturunannya. Keterangan dari arsip 
tersebut diperlukan untuk dapat membebaskan diri dari tawanan Jepang, 
jika mereka dapat menunjukkan keturunan orang Indonesia meski bukan 
dari hasil pernikahan. 
 
ARSIP NEGERI (1945 – 1947) 
       Secara yuridis, keberadaan lembaga kearsipan Indonesia dimulai sejak 
diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 
1945. Namun tak bisa dipungkiri, bahwa keberadaan dan perkembangan 
Arsip Nasional RI merupakan hasil dari pengalaman dan kegiatan 
organisasi kearsipan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Setelah 
kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan diambil alih oleh 
Pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan, dan diberi nama Arsip 
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Negeri. Keberadaan Arsip Negeri berlangsung sampai pertengahan tahun 
1947 ketika pemerintahan NICA datang ke Indonesia. 
 
LANDSARCHIEF 
Pada tahun 1947, ketika Belanda melancarkan agresi militer yang 
pertama dan berhasil menduduki wilayah Indonesia, keberadaan Arsip 
Negeri diambil alih oleh Belanda dan kembali diubah menjadi 
Landarchief. Dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan 
kedaulatannya yang telah diakui oleh Belanda pada akhir tahun 1949, 
lembaga kearsipan kembali jatuh ke tangan Pemerintah Republik 
Indonesia. 
 
ARSIP NEGARA (1950 – 1959) 
Usai Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan pada tanggal 
27 Desember 1949. Pemerintah Belanda mengembalikan kedaulatan 
kepada Pemerintah Republik Indonesia termasuk pengembalian lembaga – 
lembaga pemerintah salah satunya lembaga kearsipan. Sebagaimana tahun 
1945 – 1947, Arsip Negara ditempatkan kembali di bawah Kementerian 
Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan. Pada masa pengambilalihan 
Landarchief oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat masih 
diusahakan konsepsi asli tentang statusnya sebagai Arsip Negeri RIS. Hal 
tersebut dimaksudkan agar arsip-arsip pemerintah pusat dapat disalurkan 
ke Arsip Negeri RIS. Namun konsep Arsip Negeri RIS tidak bertahan 
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lama karena pada tanggal 26 April 1950 melalui SK Menteri PP dan K 
nomor 9052/B nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara RIS. 
       Pemimpin pertama lembaga Arsip Negara ialah Prof. R. Soekanto 
dengan masa kepemimpinan yang berlangsung selama enam tahun hinga 
tahun 1957. Selanjutnya, kepemimpinan digantikan oleh Drs. R. 
Mohammad Ali. Dengan adanya pergantian ini menjadi awal perubahan 
dasar dalam kepemimpinan di Arsip Negara, karena untuk pertama kalinya 
istilah Kepala Arsip Negara dipakai untuk jabatan tersebut. Nama Arsip 
Negara secara resmi dipakai hingga tahun 1959. 
  
ARSIP NASIONAL (1959 – 1967) 
Arsip Nasional dibawah Kementerian PP dan K 
       Pada masa kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali, Arsip Negara 
masuk ke dalam Lembaga Sejarah pada Kementerian PP dan K yang 
ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri nomor 130433/5, tanggal 24 
Desember 1957. Berdasarkan SK menteri PP dan K nomor69626/a/s nama 
Arsip Negara berganti menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini berlaku 
surut semenjak 1 Januari 1959. 
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Arsip Nasional dibawah Kementerian Pertama RI (1961-1962) 
       Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 215 tanggal 16 Mei 1961, 
penyelenggaraan segala urusan Arsip Nasional dipindahkan ke 
Kementerian Pertama RI. Sejak keluarnya Peraturan Presiden nomor 19 
tanggal 26 Desember 1961 tentang Pokok-pokok Kearsipan Nasional. 
Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, tugas dan fungsi arsip Nasional 
tidak hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja, akan tetapi juga 
terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru (dinamis). 
 
Arsip Nasional dibawah Menteri Pertama Bidang Khusus. (1963-1964) 
       Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.188 tahun 1962, Arsip 
Nasional RI ditempatkan di bawah Wakil Menteri Pertama Bidang 
Khusus. Penempatan Arsip Nasional di Bidang Khusus dimaksudkan 
supaya arsip lebih diperhatikan, karena bidang ini khusus diperuntukkan 
bagi tujuan penelitian sejarah. 
 
Arsip Nasional dibawah Menko Hubra (1963-1966) 
       Pada tahun 1964 nama Kementerian Pertama Bidang Khusus berganti 
menjadi Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat (Menko 
Hubra). Perubahan tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam 
mengkoordinasi kementerian-kementerian negara. Dengan bergantinya 
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nama kementerian tersebut, otomatis Arsip Nasional berada di bawah 
kementerian yang baru tersebut.  
 
Arsip Nasional dibawah Wakil Perdana Menteri Bidang Lembaga-
lembaga Politik (1966-1967) 
       Berdasarkan Keputusan Wakil Perdana Menteri 
No.08/WPM/BLLP/KPT/1966, Arsip Nasional ditempatkan di bawah 
Waperdam RI bidang Lembaga-lembaga Politik. Namun secara 
fungsional, Arsip Nasional tetap memusatkan kegiatan-kegiatan ilmiah 
dan kesejarahan. 
  
 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (1967 – SEKARANG) 
       Tahun 1967 merupakan suatu periode yang sangat penting bagi Arsip 
Nasional, karena berdasarkan Keputusan Presiden 228/1967 tanggal 2 
Desember1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah 
Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. 
Sementara anggaran pembelanjaannya dibebankan kepada anggaran 
Sekretariat Negara. 
       Penetapan Arsip Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non 
Departemen diperkuat melalui Surat Pimpinan MPRS No. 
A.9/1/24/MPRS/1967 yang menegaskan, bahwa Arsip Nasional sebagai 
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aparat teknis pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945, bahkan 
merupakan penyempurnaan pekerjaan di bawah Presidium Kabinet.  
       Berdasarkan Keputusan Presiden No.26 Tahun 1974 secara tegas 
menyatakan, bahwa Arsip Nasional diubah menjadi Arsip Nasional 
Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota RI dan langsung 
bertanggungjawab kepada Presiden.  Dengan keputusan tersebut, maka 
secara yuridis Arsip Nasional RI sah sebagai Lembaga Pemerintah Non 
Departemen. 
 
B. Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia diatur dalam 
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik 
Indonesia. 
ANRI terdiri atas: 
a. Kepala 
       Kepala mempunyai tugas memimpin ANRI sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan kebijakan 
umum sesuai dengan tugas ANRI, menetapkan kebijakan teknis 
pelaksanaan tugas ANRI yang menjadi tanggung jawabnya, serta 
membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi 
lain. 
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b. Sekretariat Utama 
       Sekretariat Utama mempunyai tugas mengoordinaskan 
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, 
administrasi, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan 
sumber daya lingkungan di ANRI. Sekretariat Utama terdiri atas Biro 
Perencanaan dan Humas, Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum 
dan Biro Umum. 
c. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan 
       Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pembinaan kearsipan nasional. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan 
terdiri atas Direktorat Kearsipan Pusat, Direktorat Kearsipan Daerah I, 
Direktorat Kearsipan Daerah II dan Direktorat Sumber Daya Manusia 
Kearsipan dan Sertifikasi. 
d. Deputi Bidang Konservasi Arsip 
       Deputi Bidang Konservasi Arsip mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi arsip. 
Deputi Bidang Konservasi Arsip terdiri atas Direktorat Akuisisi, 
Direktorat Pengolahan, Direktorat Preservasi dan Direktorat Layanan 
dan Pemanfaatan. 
e. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan 
       Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan 
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 
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kebijakan di bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan. 
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan terdiri 
atas Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, Pusat 
Data dan Informasi, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem 
Kearsipan. 
f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan 
       Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas 
melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur di bidang 
kearsipan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan terdiri atas 
Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Bidang Pelaksanaan dan Kerja 
Sama dan Subbagian Tata Usaha. 
g. Pusat Jasa Kearsipan 
       Pusat Jasa Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan layanan di 
bidang kearsipan. Pusat Jasa Kearsipan terdiri atas Bidang Jasa Sistem 
dan Penataan Arsip, Bidang Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip, 
dan Subbagian Tata Usaha. 
h. Pusat Akreditasi Kearsipan 
       Pusat Akreditasi Kearsipan mempunyai tugas melaksankan 
akreditasi kearsipan. Pusat Akreditasi Kearsipan terdiri atas Bidang 
Akreditasi Pusat, Bidang Akreditasi Daerah dan Subbagian Tata 
Usaha.  
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i. Inspektorat 
       Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di 
lingkungan ANRI. Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan 
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.  
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
       Arsip Nasional Republik Indonesia memiliki tugas yaitu 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi dari 
lembaga pemerintah ini, ialah 
1. Mengkaji dan menyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan; 
2. Mengkoordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas 
lembaga; 
3. Memfasilitasi dan membina kegiatan instansi pemerintah di bidang 
kearsipan; 
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di 
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, 
organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan 
rumah tangga, persandian, dan kearsipan; 
5. Menyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional; 
6. Melindunga, mengamankan, dan mengelola arsip statis berskala 
nasional 
7. Menyelenggarakan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional; 
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Disamping itu, Arsip Nasional Republik Indonesia memiliki kewenangan 
untuk 
1. Menyusunan rencana nasional secara makro di kearsipan; 
2. Menetapkan dan menyelenggarakan kearsipan nasional untuk 
mendukung pembangunan secara makro; 
3. Menetapkan sistem informasi di bidang kearsipan; 
4. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: 
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang 
kearsipan; 
b. Penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah 
sumber arsip. 
       Selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan ditempatkan di 
Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat yang mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, 
koordinasi dan administrasi kerja sama, penyusunan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan tata usaha 
pimpinan. 
       Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan 
dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi 
a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran 
b. Pengelolaan administrasi kerja sama serta penyiapan koordinasi dan 
penyusunan evaluasi dan pelaporan 
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c. Pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan tata usaha pimpinan 
Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat terdiri atas 
a. Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
koordinasi dan penyusunan program dan anggaran. Bagian 
Perencanaan terdiri atas 
i. Subbagian Perencanaan Program yang tugasnya adalah 
menyiapkan bahan koordinasi dan analisis penyusunan dan 
penyerasian rencana program 
ii. Subbagian Perencanaan Anggaran yang tugasnya adalah 
menyiapkan bahan koordinasi dan analisis penyusunan dan 
penyerasian rencana anggaran 
b. Bagian Kerja Sama dan Evaluasi yang mempunyai tugas mengelola 
administrasi kerja sama serta persiapan koordinasi dan penyusunan 
evaluasi dan pelaporam. Bagian Kerja Sama dan Evaluasi terdiri atas 
i. Subbagian Kerja Sama yang mempunyai tugas menyiapkan 
bahan koordinasi, administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja 
sama 
ii. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas 
menyiapkan bahan koordinasi penyusunan evaluasi program 
dan anggaran serta pelaporan akuntabilitas kerja 
c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usah Pimpinan mempunyai 
tugas mengelola urusan hubungan masyarakat dan tata usaha 
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pimpinan. Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan 
terdiri atas 
i. Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol mempunyai 
tugas melaksanakan hubungan antar lembaga dan keprotokolan, 
layanan diorama, dan layanan operasional mobil masyarakat sadar 
arsip 
ii. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas 
melaksanakan publikasi dan dokumentasi, pengelolaan website, 
penerangan masyarakat, dan layanan informasi publik 
iii. Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas mengurus 
ketatausahaan serta pengelolaan arsip aktif di lingkungan Kepala, 
Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Deputi 
Bidang Konservasi Arsip, dan Deputi Bidang Informasi dan 
Pengembangan Sistem Kearsipan. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
 
A. Bidang Kerja 
       Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan yang praktikan jalani selama 
dua bulan di Arsip Nasional Republik Indonesia, Praktikan ditempatkan di 
Biro Perencanaan dan Humas sebagai sekretaris Kepala Biro Perencanaan dan 
Humas yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan 
rencana program dan anggaran, koordinasi dan administrasi kerja sama, 
penyusunan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat 
dan tata usaha pimpinan. 
        Adapun tugas yang dilakukan Praktikan sebagai sekretaris di Biro 
Perencanaan dan Humas adalah sebagai berikut: 
1) Mengelola Surat Masuk dan Surat Keluar  
2) Menangani Telepon 
3) Mengelola Arsip 
4) Mengoperasikan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
      Pada hari pertama Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan tepatnya pada tanggal 9 Juli 2018, Praktikan mendapatkan arahan 
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dari staf Subbagian HAL dan Protokol yang merupakan koordinator kegiatan 
praktik kerja lapangan di Arsip Nasional Republik Indonesia        
       Setelah mendapat arahan, Praktikan diantarkan ke Ruang Biro 
Perencanaan dan Humas dan menemui Sekretaris Biro Perencanaan dan 
Humas sekaligus mentor Praktikan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
Setelah itu, Sekretaris Biro Perencanaan dan Humas mulai menjelaskan 
beberapa hal mengenai Biro Perencanaan dan Humas. Adapun tugas-tugas 
Sekretaris Biro Perencanaan dan Humas adalah sebagai berikut: 
1. Mengelola surat masuk dan surat keluar 
       Arsip Nasional Republik Indonesia memiliki sistem tersendiri untuk 
kegiatan persuratan yang bernama Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 
(SIKD). Dimana segala kegiatan persuratan baik surat masuk maupun 
surat keluar yang terjadi dalam lingkup internal Arsip Nasional Republik 
Indonesia dikirim dan diterima melalui SIKD. SIKD juga menjadi arsip 
digital, karena dalam SIKD dapat diketahui beberapa hal diantaranya: 
a) Pada hari, tanggal, jam, dan menit keberapa surat tersebut masuk 
ataupun keluar  
b) Siapa yang mengirim surat tersebut 
c) Kepada siapa surat tersebut ditujukan 
d) Nomor surat yang tercantum pada surat tersebut 
e) Isi dari surat tersebut 
f) Lampiran surat yang merupakan hasil scan 
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1.1 Surat Masuk  
       Penanganan surat masuk di Arsip Nasional Republik Indonesia 
memiliki 2 (dua) penanganan yang berbeda antara surat masuk internal 
dan surat eksternal. Surat masuk eksternal biasanya akan diterima 
terlebih dahulu oleh bagian persuratan yang kemudian akan 
didistribusikan ke unit-unit terkait melalui Sistem Informasi Kearsipan 
Dinamis. Sedangkan surat masuk internal antara unit-unit yang berada 
di dalam lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia 
didistribusikan melalui SIKD ataupun diantarkan langsung dalam 
bentuk berkas (fisik) ke unit yang dituju. Maka dari itu peran SIKD 
dalam kegiatan korespondensi di Arsip Nasional Republik Indonesia 
sangat penting. Jika SIKD mengalami gangguan dan tidak dapat 
digunakan akan menghambat kegiatan korespondensi di Arsip 
Nasional Republik Indonesia. 
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        Berikut adalah laman depan dari Sistem Informasi Kearsipan 
Dinamis Arsip Nasional Republik Indonesia. 
 
Gambar III.1 Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 
Sumber: diolah oleh Praktikan 
 
       Untuk bisa mengakses SIKD, Praktikan harus login terlebih 
dahulu. Sebelumnya Praktikan sudah diberi tahu oleh mentor 
mengenai username dan password SIKD Biro Perencanaan dan 
Humas. Setelah berhasil login dengan memasukkan username dan 
password, maka akan tampil laman seperti gambar ini. 
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       Di bawah ini merupakan laman yang menampilkan ketika ada 
surat  masuk melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). 
 
 
Gambar III.2 Surat Masuk dari Sistem Infomasi Kearsipan Dinamis 
Sumber: diolah oleh Praktikan 
       Dalam hal menangani surat masuk, Pertama-tama Praktikan akan 
membuka browser yang secara otomatis akan terbuka laman Sistem 
Informasi Kearsipan Dinamis. Lalu, Praktikan melakukan login 
terlebih dahulu untuk bisa mengakses SIKD milik Sekretaris Biro 
Perencanaan dan Humas. Setelah berhasil login, maka akan tampil 
laman depan aplikasi. 
     Jika ada surat masuk, maka aka nada tulisan berwarna merah yang 
bertuliskan “Ada Surat Masuk dari Pimpinan” yang berkedip-kedip. 
Praktikan akan mengklik tanda merah yang bertuliskan “Ada Surat 
Masuk dari Pimpinan”. Setelah terbuka klik folder yang berisikan surat 
masuk (saat Praktikan mengklik folder tersebut, berkas akan otomatis 
terunduh).  
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       Ketika unduhan telah selesai, Praktikan membuka dokumen yang 
telah terunduh lalu print dokumen tersebut. Setelah seluruh dokumen 
telah di print, Praktikan melakukan registrasi pada folder surat masuk 
dan surat keluar Biro Perencanaan dan Humas yang ada di komputer. 
Selanjutnya Praktikan akan menyisipkan kertas disposisi (yang 
sebelumnya telah diisi oleh Praktikan) diatas berkas surat masuk yang 
selanjutnya akan diserahkan ke Kepala Biro Perencanaan dan Humas 
untuk ditinjaklanjuti. 
       Setelah berkas telah selesai ditindaklanjut oleh Kepala Biro 
Perencanaan dan Humas, Kepala Biro akan menyerahkan kembali ke 
Praktikan. Praktikan akan mengecek kertas disposisi untuk mengetahui 
berkas tersebut akan di disposisikan kemana. Jika hanya ke satu unit 
bagian saja, Praktikan tidak perlu menggandakan berkas. Tetapi jika 
lebih dari satu unit bagian, maka Praktikan harus menggandakan 
berkas tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, jika berkas tersebut tidak 
didisposisikan ke unit bagian di bawah Biro Perencanaan dan Humas 
tetapi diinstruksikan untuk disimpan/diarsipkan maka Praktikan akan 
mengarsipkan berkas tersebut.  
       Untuk berkas yang didisposisikan ke unit bagian, sebelum 
didistribusikan ke unit bagian terkait, Praktikan kembali meregistrasi 
berkas tersebut dan mencatat terlebih dahulu di buku agenda Biro 
Perencanaan dan Humas. Praktikan menuju unit bagian terkait untuk 
menyerahkan berkas dan meminta tanda tangan penerima berkas di 
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unit bagian tersebut sebagai bukti bahwa berkas sudah berada di unit 
terkait.  
       Berikut ini adalah Buku Agenda Biro Perencanaan dan Hubungan 
Masyarakat yang digunakan untuk mendistribusikan nota dinas. 
 
Gambar III.3 Buku Agenda Biro Perencanaan dan Humas 
Sumber: diolah oleh Praktikan 
 
1.2 Surat Keluar 
       Penanganan surat keluar di Biro Perencanaan dan Humas 
terbagi menjadi 2 (dua) penanganan yang berbeda, surat keluar 
internal dan surat keluar eksternal. Adapun beberapa perbedaan 
dari penanganan antara surat keluar internal dan surat keluar 
eksternal, diantaranya: 
a. Kop surat 
Perbedaan yang pertama dapat dilihat dari kop surat yang 
digunakan. Pada surat dinas  
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b. Penomoran surat keluar 
Pemberian nomor surat antara surat keluar internal dan 
surat keluar eksternal berbeda. Pemberian nomor surat keluar 
internal dilakukan dengan cara manual menggunakan buku 
nomor surat keluar Biro Perencanaan dan Humas. Sedangkan 
untuk penomoran surat keluar eksternal menggunakan Sistem 
Informasi Penomoran Naskah Dinas (SIPANDA) Arsip 
Nasional Republik Indonesia. 
       Sama seperti SIKD, untuk bisa mengakses SIPANDA 
Praktikan harus melakukan login terlebih dahulu dengan 
menggunakan username dan password Biro Perencanaan dan 
Humas yang sudah Praktikan dapatkan dari mentor.  
       Dalam hal mengakses aplikasi SIPANDA, Pertama-tama 
Praktikan menerima surat dinas yang belum diberi nomor dan 
tanggal dari mentor. Selanjutnya Praktikan akan membuka browser 
dan mengetik “Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas” pada 
kolom pencarian. Setelah laman utama aplikasi SIPANDA terbuka 
maka selanjutnya Praktikan akan login terlebih dahulu. 
       Selanjutnya Praktikan akan mengecek jenis surat yang akan 
diberi nomor surat. Apakah surat tersebut surat undangan, surat 
dinas atau pengumuman. Setelah mengetahui jenis surat dimaksud, 
maka Praktikan akan mengklik salah satu option tersebut pada 
laman SIPANDA. Lalu, Praktikan akan mengisi beberapa form 
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seperti kode surat, kepada siapa surat tersebut ditujukan, perihal 
surat tersebut, serta keterangan.  
        Setelah mengisi semua form tersebut maka Praktikan akan 
mengklik “Selesai” dan secara otomatis nomor tersebut akan 
muncul. Setelah itu Praktikan mengecek kembali apakah ada kata-
kata yang salah yang tidak sesuai. Jika terdapat kesalahan maka 
Praktikan mengedit terlebih dahulu. Lalu setelah selesai dan yakin 
tidak ada kesalahan maka Praktikan akan menulis nomor surat 
yang sudah didaftarkan pada surat dinas tersebut. Setelah selesai, 
Praktikan akan logout dari aplikasi SIPANDA dan mematikan 
komputer. 
        Di bawah ini adalah laman depan dari aplikasi Sistem 
Informasi Penomoran Naskah Dinas (SIPANDA) Arsip Nasional 
Republik Indonesia. 
 
 
Gambar III.4 Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas 
Sumber: diolah oleh Praktikan 
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       Selanjutnya, setelah berhasil login dan memilih jenis surat 
maka akan tampil laman form yang wajib diisi untuk mendapatkan 
nomor naskah dinas pada aplikasi SIPANDA. 
 
Gambar III.5 Form Penomoran Naskah Dinas 
Sumber: diolah oleh Praktikan 
       Dalam hal menangani surat keluar, Pertama-tama Praktikan 
menerima berkas yang sudah ditandatangani oleh Kepala Biro 
Perencanaan dan Humas. Setelah itu Praktikan memberikan nomor 
surat dan tanggal pada surat tersebut. Untuk nota dinas internal, 
penomoran dilakukan secara manual menggunakan buku 
penomoran nota dinas Biro Perencanaan dan Humas. Sedangkan 
untuk surat eksternal, penomoran menggunakan SIPANDA.  
       Setelah diberi nomor surat, Praktikan akan mendistribusikan 
nota dinas/surat tersebut sesuai tujuan. Untuk surat internal, 
Praktikan akan mengirimkan via SIKD dan surat eksternal akan 
dikembalikan  ke unit bagian untuk ditindaklanjuti oleh unit bagian 
terkait. 
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              Berikut adalah Buku Penomoran Nota Dinas Internal. 
 
Gambar III.6 Buku Penomoran Nota Dinas Internal 
Biro Perencanaan dan Humas 
Sumber: diolah oleh Praktikan 
        Setelah nota dinas diberi nomor, maka nota dinas dikirim 
melalui SIKD. Untuk bisa mengirim nota dinas melaui SIKD, 
harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Di bawah ini adalah 
laman yang menampilkan registrasi surat keluar via SIKD. 
 
Gambar III.7 Registrasi Surat Keluar via 
 Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 
Sumber: Sumber: diolah oleh Praktikan 
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2. Menangani telepon 
      Menangani telepon masuk merupakan salah satu pekerjaan dari 
seorang Sekretaris, begitu halnya Sekretaris Biro Perencanaan dan Humas. 
Selama kegiatan PKL, Praktikan melakukan pekerjaan tersebut. Dalam hal 
menerima telepon masuk Praktikan mendapat arahan dari mentor 
bagaimana cara menangani telepon masuk yang berlaku di Biro 
Perencanaan dan Humas. Adapun tata cara dan langkah-langkah yang 
dilakukan Praktikan dalam hal menangani telepon masuk: 
1) Praktikan akan mengangkat gagang telepon ketika bunyi telepon sudah 
berbunyi sebanyak 2 (dua) kali 
2) Selanjutnya Praktikan akan mengucapkan salam pembuka sebagai 
berikut “Biro Perencanaan dan Humas, Selamat Pagi/Siang/Sore…” 
3) Setelah penelepon telah selesai menyampaikan pesan kepada Praktikan 
dan akan mengakhiri telepon, Praktikan akan menekan lidah telepon 
terlebih dahulu sebelum meletakkan gagang telepon 
 
3. Mengelola Arsip 
      Walaupun unit bagian di bawah Biro Perencanaan dan Humas telah 
mengelola arsipnya masing-masing tetapi Sekretaris Biro Perencanaan dan 
Humas tetap mengelola arsip yang berkaitan dengan kepala biro. 
       Dalam hal mengelola arsip pada Sekretaris Biro Perencanaan dan 
Humas, Pertama-tama Praktikan menerima berkas yang telah di 
tindaklanjuti oleh kepala biro untuk diarsipkan. Kemudian Praktikan akan 
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menginput data ke dalam folder excel “daftar arsip aktif Biro Perencanaan 
dan Humas”. Setelah itu Praktikan mengambil map untuk menaruh berkas 
dan memberi kode dan kata tangkap pada map tersebut. 
       Praktikan membuka filling cabinet dan mengurutkan kode arsip sesuai 
dengan urutan yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia. 
Setelah selesai, Praktikan menutup kembali filling cabinet 
      Berikut adalah filling cabinet milik Biro Perencanaan dan Hubungan 
Masyarakat. 
 
Gambar III.8 Lemari Arsip 
 Biro Perencanaan dan Humas 
Sumber: diolah oleh Praktikan 
 
 
4. Mengoperasikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
4.1 Mesin Pencetak (Printer) 
      Kegunaan mesin pencetak (printer) pada Biro Perencanaan dan 
Humas adalah untuk mencetak berkas surat masuk yang diterima dari 
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Sistem Informasi Kearsipan Dinamis maupun mencetak nota dinas 
yang dibuat oleh Biro Perencanaan dan Humas. Adapun langkah-
langkah yang dilakukan Praktikan dalam mengoperasikan mesin 
printer: 
1) Praktikan meletakkan kertas (A4/Legal/A5) pada mesin printer 
2) Kemudian Praktikan memilih dokumen yang akan dicetak 
3) Selanjutnya Praktikan memilih jenis kertas sesuai kebutuhan 
4) Setelah itu klik “Print” 
5) Praktikan menunggu beberapa saat hingga dokumen telah selesai 
dicetak 
6) Kemudian Praktikan mengambil hasil cetakan tersebut dan 
menindaklanjutinya 
 
4.2 Mesin Pemindai (Scanner) 
       Kegunaan mesin pemindai (scanner) pada Biro Perencanaan dan 
Humas adalah untuk menscan berkas yang akan dikirimkan ke unit lain 
melalui Sistem Kearsipan Dinamis (SIKD). Adapun langkah-langkah 
yang dilakukan Praktikan dalam mengoperasikan mesin scanner: 
1) Praktikan menerima berkas yang diberikan mentor untuk discan; 
2) Setelah itu Praktikan menyambungkan kabel scanner ke stopkontak 
dan memastikan lampu power pada mesin scanner telah menyala; 
3) Selanjutnya Praktikan membuka penyangga-penyangga pada mesin 
scanner yang sebelumnya tertutup; 
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4) Pastikan komputer sudah dalam keadaan menyala 
5) Sebelum dilakukan scanning pada mesin scanner Praktikan 
memastikan terlebih dahulu tidak ada klip pada berkas yang akan 
discan agar tidak merusak mesin scanner; 
6) Selanjutnya Praktikan meletakkan berkas dengan bagian kop 
berada di bawah dan dalam keadaan terbalik menghadap 
penyangga; 
7) Setelah posisi letak berkas sudah benar Praktikan menekan tombol 
power; 
8) Praktikan tidak perlu membuka aplikasi scanner yang ada di 
komputer, karena ketika tombol power sudah ditekan secara 
otomatis komputer akan memproses hasil scan; 
9) Setelah scan sudah selesai, Praktikan harus mengecek kembali 
apakah hasil scan sesuai dengan berkas yang discan; 
10) Jika sudah sesuai Praktikan akan menyimpan hasil scan tersebut 
dengan memberi nama file sesuai dengan perihal yang terdapat 
dalam berkas ke dalam folder “D” pada komputer; 
11) Setelah berhasil disimpan, Praktikan akan menutup aplikasi 
scanner pada layar komputer dan menyerahkan berkas yang telah 
discan kepada mentor. 
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4.3 Mesin Pengganda (Fotocopy) 
       Mesin pengganda (fotocopy) yang dioperasikan Praktikan selama 
kegiatan PKL di Sekretaris Biro Perencanaan dan Humas adalah mesin 
fotocopy. Kegunaan mesin fotocopy pada Sekretaris Biro Perencanaan 
dan Humas adalah untuk menggandakan berkas. Adapun langkah-
langkah yag dilakukan Praktikan ketika mengoperasikan Mesin 
Pengganda (Fotocopy): 
1) Praktikan menerima berkas yang akan digandakan dari mentor 
2) Setelah itu Praktikan akan menyambungkan kabel mesin fotocopy 
dengan stopkontak 
3) Praktikan menekan tombol power 
4) Setelah terdengar bunyi dari mesin fotocopy, Praktikan membuka 
laci penyimpanan kertas untuk mengecek persediaan kertas. Jika 
dirasa kurang maka Praktikan akan mengambil persediaan kertas 
dan menambahkannya ke dalam laci penyimpanan kertas dalam 
mesin fotocopy 
5) Praktikan memastikan tidak ada paper clip atau steples pada berkas 
yang akan digandakan 
6) Selanjutnya Praktikan akan meletakkan kertas pada kaca scanner 
dan memastikan posisinya tepat berada di bagian bawah sebelah 
kiri 
7) Kemudian Praktikan menutup bagian penutup agar kertas yang 
akan digandakan tidak berubah letaknya 
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8) Setelah itu Praktikan menekan   untuk memilih kertas yang akan 
digunakan (A4/Legal)   
9) Lalu Praktikan menekan jumlah kertas yang akan dicopy sesuai 
kebutuhan 
10) Jika telah mengatur pilihan kertas dan jumlah kertas yang akan 
dicopy Praktikan menekan tombol “Start” 
11) Praktikan menunggu beberapa saat hingga mesin fotocopy telah 
selesai memproses hasil penggandaan. 
12) Praktikan mengambil hasil penggandaan dan menyerahkannya 
kepada mentor. 
 
4.4 Mesin Penghancur Kertas 
       Dalam kegiatan administrasi sehari-hari terkadang terjadi 
kesalahan dalam hal pencetakan dokumen, pada Sekretaris Biro 
Perencanaan dan Humas hal tersebut sering terjadi. Selain itu, terdapat 
berkas-berkas yang sudah menumpuk dan tidak digunakan lagi. Mesin 
penghancur kertas menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan 
tersebut. Karena berkas-berkas pada Biro Perencanaan dan Humas 
adalah berkas-berkas penting yang jika sudah tidak terpakai tidak 
cukup dimusnahkan dengan hanya dibuang ke tempat sampah dan 
harus dicacah terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat sampah. 
Adapun langkah-langkah yang dilakukan Praktikan dalam 
mengoperasikan mesin penghancur kertas: 
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1) Praktikan menyambungkan kabel mesin penghancur kertas ke 
stopkontak 
2) Kemudian tekan tombol “ON” 
3) Setelah itu lampu dan mesin akan menyala 
4) Sebelum mencacah dokumen ke dalam mesin penghancur kertas, 
Praktikan memastikan terlebih dahulu tidak ada paper clip dan 
steples pada dokumen yang akan dicacah 
5) Masukan beberapa lembar kertas ke dalam mulut mesin 
penghancur kertas. Jangan memasukkannya terlalu banyak karena 
akan merusak mesin. 
 
C. Kendala yang di Hadapi 
       Sering kali Praktikan mendapatkan tugas baru dari mentor sehingga 
pekerjaan Praktikan menjadi menumpuk. Ketika Praktikan sedang 
mengerjakan suatu tugas tiba-tiba diwaktu yang bersamaan mentor memberi 
tugas baru dan meminta untuk diselesaikan dengan segera. Padahal tugas 
sebelumnya juga diminta untuk segera diselesaikan. Hal tersebut membuat 
Praktikan bingung harus memprioritaskan pekerjaan yang mana untuk bisa 
diselesaikan terlebih dahulu. Keadaan ini membuat praktikan mengalami 
keadaan burn out. Keadaan dimana kondisi mental Praktikan cukup tertekan 
akibat banyaknya pekerjaan yang diberikan oleh mentor atau dengan kata lain 
Praktikan mengalami stres. 
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D. Cara Mengatasi Kendala 
       Istilah Burn Out pertama kali dikemukakan oleh Freudenberger pada 
tahun 1974, burnout muncul sebagai suatu bentuk permasalahan sosial yang 
berkembang di masyarakat. Seseorang yang mengalami burn out tampak dari 
luar segalanya tidak ada masalah, namun didalamnya kosong dan penuh 
dengan tekanan. 
       Menurut Maslach (2008) kejenuhan kerja (Burnout) ini cenderung 
dirasakan pada karyawan dengan lama kerja, karena semakin lama karyawan 
bekerja ia akan semakin terbiasa dengan pekerjaannya, sedangkan untuk 
karyawan yang baru memulai menguasai pekerjaannya dan mulai belajar 
menguasai pekerjaan secara tidak langsung dapat menjadi beban dan stres 
pada pegawai baru yang pada akhirnya dapat menyebabkan kejenuhan dalam 
bekerja 
       Menurut Maslach (2013), menyebutkan bahwa burnout mempunyai tiga 
dimensi yang meliputi, emotional exhaustion (kelelahan emosi), 
depersonalization (despersonalisasi), dan reduce personal accomplishment 
(rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri)  
Menurut Muslihudin (2009) kejenuhan kerja dipengaruhi oleh beberapa 
faktor antara lain kekurangan kontrol, ekspektasi kerja yang tidak jelas, 
dinamika ruang kerja yang disfungsional, ketidaksesuaian dalam nilai, 
pekerjaan yang tidak disukai, dan aktivitas ekstrem. 
       Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa burnout 
merupakan suatu bentuk kelelahan fisik, mental maupun emosi yang dialami 
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oleh seseorang karena adanya tuntutan pekerjaan secara terus menerus dalam 
jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan penarikan diri dari 
lingkungan organisasi dan menurunnya pencapaian prestasi kerja.  
      Keadaan burnout inilah yang dialami Praktikan ketika menjalani kegiatan 
PKL. Menumpuknya tugas-tugas yang diberikan oleh mentor yang terus 
menerus dan sama-sama ingin didahulukan membuat Praktikan kelelahan 
fisik, mental maupun emosi yang apabila tidak dikendalikan dengan baik akan 
menurunkan kinerja Praktikan. Praktikan merasa tertekan akibat beban kerja 
yang diberikan oleh mentor.  
       Mengacu pada kendala yang dialami oleh Praktikan selama menjalani 
kegiatan PKL di Biro Perencanaan dan Humas Arsip Nasional Republik 
Indonesia yang mengalami keadaan burnout dimana Praktikan merasa tertekan 
karena beban kerja yang diberikan oleh mentor. Maka Praktikan mengatasi 
kendala tersebut dengan cara bertanya kepada mentor pekerjaan mana yang 
sangat mendesak dan harus segera diselesaikan. Praktikan dibantu oleh mentor 
memilah pekerjaan yang lebih penting dan mendesak untuk diselesaikan 
terlebih dahulu dan selanjutnya menyusul pekerjaan-pekerjaan yang lain. 
Dalam hal ini, Praktikan juga harus cermat dalam hal mengatur, 
mengorganisasi, menjadwalkan serta menganggarkan waktu agar pekerjaan 
yang diberikan oleh mentor dapat diselesaikan dengan cara yang efektif dan 
efisien. 
       Berdasarkan pendapat Sugiyanto (2009), bertanya adalah proses berpikir, 
berupa diajukannya respon internal yang bertujuan untuk memperoleh respon 
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balik (jawaban) itu sesuai dengan tujuan respon internal tersebut. Maka dari 
itu Praktikan bertanya mengenai alur penyimpanan dan pengiriman dokumen 
tersebut dengan secara rinci agar disaat Praktikan diperintahkan mentor untuk 
mengirimkan atau menyimpan dokumen, Praktikan sudah mengetahui alurnya. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
 
A. Kesimpulan 
       Adapun kesimpulan dari Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan 
Praktikan sebagai berikut: 
1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan Praktikan selama 2 
(dua) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 7 
September 2018 pada Biro Perencanaan dan Humas Arsip Nasional 
Republik Indonesia  
2. Selama menjalani kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan melakukan 
bidang kerja seperti mengelola surat masuk dan surat keluar, menangani 
telepon, mengelola arsip, serta mengoperasikan peralatan dan 
perlengkapan kantor. 
3. Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan mengalami suatu 
kendala yaitu menumpuknya tugas yang diberikan oleh mentor kepada 
Praktikan sehingga Praktikan mengalami keadaan dimana mental 
Praktikan tertekan karena beban kerja yang diberikan terlalu banyak dan 
diminta untuk segera diselesaikan. 
Dengan adanya kendala yang dihadapi oleh Praktikan selama kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan maka hal yang dilakukan Praktikan untuk mengatasi kendala 
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tersebut adalah dengan cara manajemen waktu dengan baik dengan cara 
mendahulukan pekerjaan yang lebih utama diantara semua pekerjaan yang telah 
diberikan oleh mentor. Maka Praktikan akan mengerjakan pekerjaan yang lebih 
penting dan mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu dan selanjutnya 
menyusul pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dalam hal ini, Praktikan juga harus 
cermat dalam hal mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan serta menganggarkan 
waktu.  
 
B. Saran-saran 
       Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang Praktikan berikan 
yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait: 
1. Bagi Arsip Nasional Republik Indonesia 
Dari uraian kendala yang dihadapi Praktikan selama melaksanakan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan, ada baiknya dalam hal memberi tugas 
atau pekerjaan tidak membebani mahasiswa yang menjalani Praktik Kerja 
Lapangan. Memang tujuan dasar dari kegiatan ini adalah mengenalkan 
mahasiswa pada dunia kerja yang sesungguhnya tetapi dalam hal 
mengenalkan dunia kerja yang sesungguhnya tersebut harus dilakukan 
secara bertahap agar mahasiswa yang bersangkutan tidak mengalami 
tekanan. 
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2. Bagi Mahasiswa 
Praktikan harus cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda 
dari dunia perkuliahan serta harus mengelola waktu dengan baik dan 
dapat menyortir pekerjaan yang harus didahulukan 
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